
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Dacrah-Dacrah Kabupaten dulam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah: 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten tang Ke;:emuan 

Umum clan Tata Cara Perpajakan [Lernberan Negara Repub!ik 

a. bahwa berdasarkan kctentuan Pasal 170 ayat (3) Undang­ 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Dnerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemeriksaan Pajak dan Rctribusi diatur dengan Peraturar: 
Kepalu Daernh: 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dniarn huruf 
a, serta dalarn rangka rnelaksanakan kewenangan dalam 
melakukun pemerlksaan Pajak Daerah sebagaimana diatur 
dalarn Peraturan Daerah Kabupatcn Grobogan Nornor 6 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peruturan Daerah Kabupaten Grobogan No:nor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Orobogan Nornor 6 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daeruh, dipundang pcrlu mernberikan pcdoman pemenksann 
pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkar, pertimbungan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pemeriksuan Pajak Daerah; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMATTUHAN YA):G MAHA ESA 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

TENTA!'-:0 

PERATUR.AN BUPATI GROBOOAN 

NO:vlOR ,18 TAHUN 2018 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINSJ JAWA TE\'GAH 

Mengingat 

' 

\ 

Menimbung 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor .23 Tahun 
2014 tcntang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara 

7. 

Indonesia Nomor 3258); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor ·5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nornor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana celah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lemb~ Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

' 

• 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Grobogan . 
2. Perncrintah Daerah aclalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Grobogan. 

BAB I 
KETENTUAN UIVIUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATl TENTANG TATA CARA PEMER[KSAAN PAJAK 
DAE RAH. 

MEMUTUSKAN : 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

S. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang .Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor . 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244); 

10. Peraturan Daerah Kabupacen Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 
Tahun 2011 Nomor 1 Serl .B) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah [Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Grobogan 
Nomor 14); 

• 

Menetapkan 
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dilaksanakan secara objcktif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/ atau untuk 
tujuan lain dalam rangka rnelaksanakan ketentuan pcraruran 
perundang-uudangan perpajakan' Daerah. 

11. Perneriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di 
Kantor. 

12. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di 
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau 
tempat lain yang, dianggap perlu olch Pcmeriksa Pajak Daerah. 

13. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa 
' adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Daerah 

atau tenaga ahll yang d.ilunjuk oleh Bupati, yang diberi tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah , 

14. Tim Perneriksa adalah Pernerikaa yang terdiri dari paling . ~ 
sedikit 3 [tiga] orang atau lebih dan berjumlah gasal, 

• 

bukti yang mengolah data, keterangan, dan/atau 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghimpun dan 

perpajakan perundang-undangan • ketentuan peraturan 
Daerah. 

10. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 

5. Sadan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daer 
yang selanjutnya disebut Sadan adalah Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. 

6. Kepala Sadan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala 
Sadan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Grobogan . 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-lJndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

• 
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15. Surat Pernberitahuan ijajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPfPD adalah surat yaift~. oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan clan/ a tau 
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan kitentuan 
peraruran perundang-undangan perpajakan Daerah. 

16. Surat Perintah Pemeriksaan yang selaajumya disingkat SP2 
adalah surat perintah untuk rnelakukan Pemeriksaan dalam 

rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/atau untuk tujuan Jain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

17. Surat Pernberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat 
pemberitahuan mengenai dilakukannya Perneriksaan 
Lapangan dalam rangka rnenguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka rnelaksanakan ketentuan peraturan perundarig­ 
undangan perpajakan. 

18. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah 
surat panggilan mengcnai dilakukannya Pemeriksaan Kantor 
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalarn rangka 
rnelaksanakan ketentuan peraruran pcrundang-undangan 

perpajakan. 
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 

secara teratur untuk mcngumpulkan data dan infonnasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode 
Tahun Pajak tersebut. 

20. Data yang dikelola secara Elektronik adalah data yang 
bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh kornputer 
dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan 
dalam disket, compact disk, tapebackup, hard disk, atau 
media penyimpanan elektronik lainnya. 

21. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaa.n yang selanjutnya 
disingkat SPHP adalah surat yang bcrisi tentang hasil 
Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai 
koreksi, dasar koreksi, perhitungan sernentara jumlah pokok 
pajak terutang, clan perhirungan sernentara dari sanksi 
administrasi. 
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menentukan jumlah pok k pajak yang jumlahnya sarna 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau paja.k tidak 
terutang dan tidak ada kre it pajak. 

29. Surat Ketetapan Pajak Da rah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adala surat ketetapan pajak yang 
rnenentukan jumlah .kele ihan pernbayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih esar daripada pajak yang terutang 

atau seharusnya tidak teru ang. 

~ 
bcsarnya jumlah pokok paj k yang terutang. 

28. Surat Ketetapan Pajak aerah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SKPDN surat ketetapan pajak yang 

- . 

22. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pernbahasan 
a.ntara Wajib Pajak dan pemeriksa atas temuan Pemeriksaan 
yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pernbahasan 
a.khir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua 
belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang 
disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi 

administrasi . 
23. Kertas Kerja Pemerikaaan yang selanjutnya disingkat KKP 

adalah catatan secara rind dan jelas yang dibuat oleh 
Pemeriksa Pajak mengcnai prosedur perneriksaan yang 
diternpuh, data., keterangan, dan/atau bukti yang 
dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang 
diam bi\ sehubungan dengan pelaksanaan Perneriksaan. 

24. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP 
adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil 

perneriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan 
jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan 
pemeriksaan. 

25. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan 
terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan 
pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak 
dan rnasa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang 
sama. 

26. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang 
dilakukan untuk rnendapatkan bukti permulaan tentang 
adanya dugaan Lelah terjadi tindak pidana di bidang 
perpajakan. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan 

' 
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( 1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dati : 
a. pemeriksaan sederhana; dan 
b. perneriksaan lengkap. 

BABIV 

BENTUK P~MERJKSAAN 
e, ... 

P 'fil4 ~.~ 1·~ 

Ruang lingkup perneriksaan dapat meliputi satu, bebcrapa atau 

seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, 
bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun 

sebelumnya maupun tahun berjalan. 

B~B Ill 
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN 

Pasal 3 

pernenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan Jain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat, (11, 

dikecualikan bagi kepentingan penyidikan. 

kepatuhan menguji unruk bertujuan (1) Pemeriksaan 

BAB !I 
TUJUAN PEMERIKSAAN 

Pasal 2 

: 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjumya 

disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
rnenentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang 

kurang bayar. 
31. SuraL Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketctapan pajak 

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan . 
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD 

adalah surat untuk rnelakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 

33. Hari adalab bari kerja. 

• 
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(1) Perneriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan, dilakukan dalam hal mernenuhi kriteria sebagai 

berikut : 
a. wajib pajak terlambat menyampaikan laporan SPTPD; 
b. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak; 
c. wajib pajak menyarnpaikan SPTPD yang menyatakan lebih 

bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 

hurufb; 

Bagian Kesatu 
Kriteria Pemeriksaan 

Pasal 6 

BAB VI 

TATA CARA PEMERlKSAAN 

[l) Bupati Grobogan mendelegasikan kewenangannya kepada 
Kepala Badan untuk melakukan Pemeriksaan. 

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Badan menyampaikan laporan kepada 
Bupati secara berkala, 

BABV 

PENDELEGASJAN KEWENANGAN 
PasalS 

- • huruf b, dilakukan terhadap seluruh jenis pajak untuk tahun 
berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dengan 
menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam 
perneriksaan pada umurnnya cl.an dilakukan oleh Tim 
Pemcriksa. 

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dapat 
dilakukan dengan : 
o. pemeriksaan kantor; dan/atau 
b. pcmeriksaan lapangan. 

• 

(3) 

(2) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, dilakukan terhadap jenis pajak tertentu untuk tahun 
berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dengan 
menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan 
kedalaman yang sederhana. 
Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) 
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(1) Peme'riksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 6, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 
pulub) hari terhirung sejak tanggal penerbican Surat Perintah 

Tugas Pemeriksaan oleh Kepala Badan. 
(2) Apabila dalarn pemeriksaan ditemukan indikasi transaksi 

khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi kcuangsn 
yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendaJam serta 
memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan dapat 
diperpanjang paling lama 20 (dua puJuh) hari. 

• 

' 

Bagian Kedua 
Jangka Waktu Pemeriksaan 

Pasal 8 

(1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf a dan huruf b, dapat dilakukan dcngan 

Pemeriksaan Sederhana. 
(2) Pemcriksaan dcngan kriteria sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 6 huruf c sampai dengan huruf g dilakukan dengan 

Pemeriksaan Lengkap. 

Pasal 7 

pernekaran, pemisahan, likuidasi, pernbubaran, atau akan 
meninggalkan Daerah dan/atau Indonesia untuk selama­ 

lamanya. 
(2) Peme:riksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kcwajiban 

perpajakan terhadap wajib pajak yang menyarnpaikan SPTPD 
dengan nominal pembayaran flat sebagaimana dirnaksud dalam 
ayat (1) huruf e tersebut di atas dilakukan apabila Wajib Pajak 
menyetorkan pajak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan 

besaran pajak yang sama, 

peleburan, g. wajib pajak melakukan penggabungan, 

d. wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak terutang; 
e. wajib pajak menyampaikan SPTPD dengan nominal 

pembayaran flat; 
f. wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan 

SPTPD tetapi rnclampaui jangka waktu yang telah 

ditetapkan; dan/atau 
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(l) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) huruf a, merupakan standar yang bersifat 
pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa. 

(2) Persyaracan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi: 
a. telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang 

cukup _dan I memiliki keter~pilan sebagai Pemeriksa bagi 
ketua tim; 

b. mempunyai kemampuan teknis yang cukup dan memiliki 
keterampilan sebagai Perneriksa serta menggunakan 
keterampilannya secara cermat dan seksama; 

c. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta scnantiasa 
mengutamakan kepentingan negara; dan 

d. taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan. 

(3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh 
tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah yang 

' 
ditunjuk secara terrulis oleh Kepala Badan dengan Surat 
Perintah Togas. 

' 

Pasal 10 

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus 
clilaksanakan sesuai dengan standar perneriksaan. 

(2) Standar Perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan 
capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan 
Pemeriksaan. 

(3) Sta.ndar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. stander umum; 

b. standar pclaksanaan pemeriksaan; dan 
c. standar pelaporan basil pemeriksaan. 

• 

Bagian Ketiga 
Standar Pemeriksaan 

Pasal 9 

(3) Batas waktu pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat(l) 
dan ayat (2) tidak berlaku dalarn hal Wajib Pajak atau 
Penanggung Jawab Usaha tidak datang atau berhalangan 
untuk hadir mernenuhi Surat Panggilan Perneriksaan. 
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pengacara; 

e. dalam hal diperlukan, Pemeriksaan dapat dilakukan secara 
bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain; 

I 
f. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Badan, tempal 

kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal atau tempat lain 

yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh 
Pemeriksa; 

g. perneriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila 
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; 

h. pelaksanaan perneriksaan clidokumentasikan dalam bentuk 
KKP;dan 

1. LHP digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan Zatau STPD. 

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 9 ayat (3) burufb, meliputi: 
a. pelaksanaan perneriksaan harus didahului dengan persiapan 

yang baik sesuai dengan tujuan perneriksaan, paling sedikit 

meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib 

Pajak, menyusun rencana pemeriksaan (audit plan), dan 

menyusun program pemeriksaan (audit program) serta 
mendapat pengawasan yang seksarna; 

b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang 
diperoleh dan harus dikembangkan dengan bukti yang kuat 

melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, 

konfirmnsi, metode, teknik sampling dan pengujian atau 
tindakan lainnya berkenaan dengan pemcriksaan; 

c. temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti 

kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah; 

d. pemeriksa sebagaimana dimaksud pad.a huruf d, dapat dibantu 

oleh seorang atau lebih yang merniliki keahlian tertentu, baik 
yang berasal da.ri lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang 
berasa1 dari instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah 

yang ditunjuk oleh Kepala Badan sebagai tenaga ahli seperti 

penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan 

Pasal 11 
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(1) Dal.am hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan 
Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut : 
a. daftar buku, catatan, dan/atau dokurnen, terrnasuk data 

yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang 
diperlukan oleh Perneriksa, harus dilampirkan pada Surat 
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; 

b. buku, catatan, dan/ atau dokumen, termasuk data yang 
dikelola secara elektronik serta keterangan lain 
sebagairnana dima.ksud pada huruf a, wajib dipinjamkan 

pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa 
membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, 
catatan, dan dokumen: 

c. dalam hal buku, catatan dan/atau dokurnen, termasuk 
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain 

• 
yang diperlukan belum diser.ahkan pada saat mernenuhi 
panggilan dan/atau belum tercantum dalarn lampiran 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa membuat 
surat permintaan peminjarnan. 

(2) Dalam ha! pemeriksaan dilakaanakan dengan Perneriksaan 
Lapangan, berlaku ketcntuan sebagai berikut: 
a. buku, catatan dan/atau dokumen, terrnasuk data yang 

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang 
diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat 
pelaksanaan pemeriksaan di ternpat Wajib Pajak, dipinjam 
pada saat itu juga dan Pemeriksa mernbuat bukti 
peminjaman dan pengcmbalian buku, catatan, dan 
dokumen; 

b. dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen, terrnasuk 
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain 
yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh 
Wajib Pajak pada saat pclaksanaan · pemeriksaan 
sebagairnana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa rnembuat 
surat permintaan peminjaman yang dila.mpiri dengan 
daftar buku, catatan, dan/ a tau dokurnen yang wajib 

dipinjamkan; dan 

Bagian Keenam 
Peminjaman Dokumcn 

Pasal 17 

• 
• 
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fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib 
Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa 
fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang 
dipinjamkan kepada Pemeriksa sesuai dengan aslinya. 

(3) Pemeriksa harus membuat berita acara pemenuhan seluruh 
perninjaman buku, catatan dan dokurnen dalam hal Wajib 

Pemeriksa harus' rnernbuat bukti peminjaman dan 
pengernbalian buku, catatan dan dokumen terhadap sctiap 
penyerahan buku, catatan, dokumen, terrnasuk data yang 
dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib 

Pajak. 
(2) Dalam hal buku, catatan, dokumen yang dipinjam berupa 

(1) 

Pasal 18 

c. dalam hal untuk rnengakses dan/atau mengunduh data 

yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan 

dan/ata.u keahlian khusus, pemeriksa dapat meminta 

banruan kepada: 

1. wajib pajak untuk mcnyediakan tenaga dan/atau 

peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau 

2. seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, 

baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah 
maupun yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

(3) Buku, catatan, dan/ata:u dokumen, termasuk data yang 

dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dan ayat (2) huruf b, wajib 
diserahkan kepada Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
surat permintaan peminjaman diterirna oleh Wajib Pajak. 

(4) Dalam hal buku, catatan, dokurnen, terrnasuk data yang 
dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum 
dipenuhi dan jangka waktu _7 (tujuh) hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, pemeriksa dapat 
menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 

(dua) kali. 
(5) Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan daftar buku, 
catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka 
pemeriksaan, 
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(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya 
meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, terrnasuk 
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain 
yang dlminta berdasarkan · berita acara tidak dipenuhinya 
permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Perneriksa 
harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian 
dalam rangka menghirung besarnya penghasilan kena pajak 
berdasarkan bukti kornpeten yang cukup sesuai standar 

pelaksanaan Pemeriksaan. 
(2) Dalam hal Perneriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak 

orang pribadi yang menjalankan .usaha a tau pekerjaan bebas 
atau Wajib Pajak badan, dan Pemeriksa tidak dapat 
melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya 
penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), penghasilan kena. pajak dapat dihitung secara jabatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan 

perpajakan. 

' 

Pasal 19 

Pajak telah rneminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau 

dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 

keterangan Jain yang diminta. . 
(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terlampaui dan surat 
permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf b, tidak dipenuhi 
sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa harus membuat berita 

acara mengenai tidak dipenuhinya pcrrnintaan peminjaman 
yang dilampiri dengan daftar buku, · catatan, dan/atau 
dokumen yang wajib dlpinjarnkan tetapi belum diserahkan 

oleh Wajib Pajak. 
(5) Dalam ha! buku, catatan, dan/ atau dokumen, termasuk data 

yang dikelola secara elektronik serfa keterangan lain perlu 
dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapa.1. mengajukan 

permintaan agar pelaksanaan Pcme1iksaan dapat dilakukan di 

tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus. 
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(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak 
menyatakan rnenolak dilakukan pemerlksaan baik berupa 
Pemeriksaan Kantor maupun Perneriksaan Lapangan, dan 
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16, termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan maka Wajib Pajak, wakil, atau kuasa harus 
rnenandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. 

(2) Dalam hal \Vajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak rnenolak 

menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Perneriksa mcmbuat 
berita acara pcnolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh 

Tim Pemeriksa. 
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, Perneriksa 

rnembuat berita acar a tidak dipenuhinya panggilan 
pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Tim 

Pemeriksa. 
(4) Dalarn hal pada saat dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak 

tidak ada di tempat, maka : 
a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada 

pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk 
mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam 
kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda 
untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya; 

b. apabila pada saat pemeriksaan dilanjutkan setelah 
dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, pemeriksaan 
t.etap dilaksanakan dengan terlebih dahulu rnerninta wakil 
atau kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 
mewakili Wajib Pajak guna membantu kelanca.ran 
pemeriksaan; 

c. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak yang diminta 
mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada hurur 

Pasal 20 

Bagian Ketujuh 
Penolakan Pemeriksaan 

' 
• • 

(3) Dalam ha! Penghasllan Kena Pajak tidak dihitung secara 
jabatan, Pemeriksa dapat meminjam tambahan buku, catatan, 
dan/ a tau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah 

dipinjam. 
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(1) Pemeriksa berwenang melakukan penyegelan untuk 
memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau 
dokurnen, termasuk data yang dikelo.la secara elektronik, dan 
benda Jain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan 
usaha Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, 
dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau 

dipalsukan. 
(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

apabila pada saat pelaksanaan Perneriksaan Lapangan : 
a. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang 

diperiksa tidak memberi kesernpatan kepada Pemeriksa 
untuk memasu.ki tempat atau ruang serta memeriksa 
barang bergerak dan/ atau tidak bergerak, yang diduga 

atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku 
atau catatan, dan/atau dokurnen, terrnasuk hasil 

Bagian Kedelapan 
Penyegelan 

Pasal 21 

b, rnenolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, 

wakil atau kuasa Wajib Pajak tersebut harus 

menandatangani surat pernyataan penolakan mernbantu 

kelancaran pemeriksaan; dan( atau 
d. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak untuk 

menandatangani surat pernyataan penolakan membantu 
kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf c, Pemeriksa membuat berita acara penolakan 
mernbantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani 
oleh Tim Pemeriksa. 

(5) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Serita Acara Penolakan Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),. berita acara tidak 
dipenuhinya panggilan pcmeriksaan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (3), surat pernyataan penolakan membantu 
kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf c atau berita acara penolakan membantu kelancaran 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, 
dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi oleh 
Perneriksa 1.111tuk penetapan pajak secara jabatan atau 
mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 
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(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan tanda segel. 
(2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan 

paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggo~ 
Tim Pemeriksa. . I · 

(3) Dalam meJakuka.n penyegelan, Pemeriksa wajib membuat 

berita acara Penyegelan. 
(4) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada a.yat (3) 

dibuat dan d.itandatangani oleh Pemet-iksa dengan disaksikan 
oleh paling sedikit 2 {dua) irang yang telah dewasa selain 

anggota Tim Pemeriksa. 
(5) Serita acara Penyegeia.J1 sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 

dibuat 2 (dual rangkap dan rangkap kedua disera.nkan kepada 

/. 

Pasal 22 

pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara 

elektronik atau secara program aplikasi online yang dapat 
mernberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas \'lajib Pajak; 
b. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang 

diperikse. menolak memberi bantuan guna kelancaran 
Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi 
kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses data 
yang dikelola secara elektronik atau rnembuka barang 
bergerak dan/atau tidak bergcrak; 

c. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari \Vajib Pajak yang 
diperiksa tidak berada di tempat dan lidak ada pegawai 
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak 
yang mempunyai kewenangan 'untuk bertindak selaku 
pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan 
upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan 

d.itunda; atau 
d. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang 

diperiksa tidak berada di tern pat dan pegawai atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari . Wajib Pajak yang 
mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pinak 
yang mewakili Wajib Pajak · menolak memberi bantuan 

guna kelancaran Pemeriksaan. 
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(1) Pembukaan segel dilakukan apabila: 
a. Wajib Pajak, wakil, kuasa atau pihak yang dapat mewakili 

wajib pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa unruk, 
membuka atau rnernasuki tempat atau ruangan, barang 
bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan / a tau telah 

rnernberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
b. berdasarkan pertimbangan perneriksa, Penyegelan tidak 

diperlukan lagi; dan/atau 
c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan 

penyidikan tindak pidana. · 
(2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan 

disaksikan oleh paling sedikit 2 (dual orang yang telah dewasa 
selain anggota Tim Pemeriksa, 

(3) Dalam keadaan tertentu, pernbukaan segel dapat dibantu oleh 
aparat instansi di lingkungan Pernerintah Daerah dan/ata.u 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk rnelakukan 

Penyegelan rusak atau hilang, Perneriksa harus mernbuat 
berita acara mengenai kerusakan· atau kehilangan dan 
melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia. 

(5) Dalam melakukan pembukaan segel, Perneriksa membuat 
berita acara pembukaan segel yang 'ditandatangani oleh 
Pemeri.ksa clan saksi sebagairnana dimaksud pada ayat (2). 

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menolak menandatangani berita acara pernbukaan segel, 
Perneriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut 
da1am berita acara pernbukaan segel, 

Pasal 23 

bantuan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

' 
(7) 

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga 
yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa. 

(6) Dalarn hal saksi sebagaimana ctimaksud pada ayat (2) 

menolak rnenandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa 
membuat catatan tentang penolakan tersebut dalarn berita 

acara Penyegelan. 
Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat meminta 
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(1) Pemeriksa dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang 
berkaitan dengan perneriksaan yang · sedang dilakukan 
terhadap Wajib Pajak kepada Pihak Kctiga, antara lai.ri 
pegawai atau keluarga dari Wajib Pajak yang sudah dewasa. 

(2) Dalam hal Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terikat oleh kewajiban untuk ~erahasiakan, kewajiban untuk 
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk 
keperluan pemeriksaan. 

(3) Pihak Ketiga harus mernberikan keterangan dan/atau bukti 
paling lama 3 (tiga) hart sejak .diterimanya surat permintaan 
keterangan dan/atau bukti dari Perneriksa. 

Pasal 25 

Bagian Kesembilan 
Keterangan Pihak Ketiga 

(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Penyegelan atau jangka waktu lain dengan 
mempertimbangk.an tujuan Penyegelan, · Wajib Pajak, wakil 
atau kuasa dari Wajib Pajak. tetap tidak. memberi izin kepada 
Pemeriksa unruk membuka atau memasuki tempat atau 
ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, 
dan/ atau tidak mernberikan · bantuan guna kelancaran 
Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan 
Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap rnenolak dilakukan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib 
Pajak., wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib 
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pernyacaan penolakan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat 
dan menandatangani berica acara mengenai penolakan 
tersebut. 

PasaJ 24 

(7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan 

rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, 

pegawai, atau anggota keluarga' yang telah dcwasa dari Wajib 
Pajak. 
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(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 26 ayat (4) : 
a. Wajib Pajak 111enyampaikan aurat ranggapan basil 

pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh 
hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa rnenggunakan surat 

Pasal 27 

(1) Hasil pemeriksaan wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak 

melalui SPHP yang dilampiri dengan daftar ternuan hasil 
Pemeriksaan. 

(2) Pernberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila 
pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Bukti 
Permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan 
Daerah. 

(3) SPHP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), beserta 
lampirannya disarnpaikan oleh Pemeriksa secara Iangsung 
atau melalui surat tercatat [kurir, faksimili, pos atau jasa 
pengiriman lainnya). 

(4) Wajib Pajak mernberikan tanggapan tertulis at.as SPHP dan 
berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 
paling lama : 
a. 3 (tiga) ha.ri kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak 

untuk Pemeriksaan Kantor; atau 
b. 7 (tujuh) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak 

untuk Pemeriksaan Lapangan. 

Pasal 26 

Bagian Kesepuluh 
Pemberitahuan Hasil Perneriksaan dan 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (3), tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga, Pemeriksa segera 

menyampaikan Surat Peringatan. 

(5) Apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga, dalam waktu 3 (tiga) hari 

sejak diterimanya Surat Peringatan, Pemeriksa mernbuat 
berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan 

dan/atau bukti dari Pihak Ketiga. 
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(1) Pembukaan segel dilakukan apabila : 

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa atau pihak yang dapat mewakili 
wajib pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa untuk 

membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang 
bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah 
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

b. berdasarkan pertimbangan perneriksa, Penyegelan tldak 
diperlukan lagi; danj'atau 

c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan 
penyidikan tindak pidana. 

(2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan 
disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa 
selain anggota Tim Pcmeriksa, 

(3) Dalam keadaan tertenru, pembukaan segel dapat dibantu oleh 

aparat instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

{4) Dalam hal tanda segcl yang digunakan untuk melakukan 
Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa harus membuat 
berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan 
melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia. 

(5) Dalam melakukan pernbukaan segel, Pemeriksa membuat 
berita acara pembukaan scgel yang 'dltandatangani oleh 
Pemeriksa dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat. (21 
menolak menandatangani berita acara. pembukaan segel, 
Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut 
dalam berita acara pernbukaan segel. 

Pasal23 

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga 

yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa. 
(6) Dalam hal saksi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 

menolak menandatangani berita acara Penyegelan, Pcmeriksa 
membuat catatan tentang penolakan tersebut _dalam berita 
acara Penyegelan. 

(7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat meminta 
bantuan instansi di lingkungan Pernerintah Daerah dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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(1) Pemeriksa dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang 
berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan 
terhadap Wajib Pajak kepada Pihak Ketiga, antara lain 
pegawai atau keluarga dari Wajib Pajak yang sudah dewasa. 

(2) Dalam hal Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terikat oleh kewajiban untuk rnerahasiakan, kewajiban unruk 
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk 
keperluan perneriksaan. 

(3) Pihak Ketiga harus memberikan keterangan dan/ atau bukti 
paling lama 3 (tiga} hari sejak diterimanya surat perrnintaan 
keterangan dan/atau bukti dari Perneriksa. 

Pasal 25 

Bagian Kesernbilan 
Keterangan Pihak Ketiga 

mempertimbangkan tujuan Penyegelan, · Wajib Pajak, wakil 

atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi fain kepada 
Pemeriksa untuk mernbuka atau memasuki tempat atau 
ruangan, barang bergerak ~tau tidak bergerak yang disegel, 
dan/atau tidak mernberikan · bantuan guna kelancaran 
Perneriksaan, Wajib Pajak dianggap rnenolak dilakukan 

Perneriksaan. 
(2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib 
rnenandatangani suraL pernyataan penolakan Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak mcnandatangani surat pernyataan penolakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa mernbuat 
dan menandatangani berita acara mengenai penolakan 
tersebut. 

dengan Iain waktu jangka atau Penyegelan 
(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 

Pasa.124 

(7) Berita acara pernbukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan 

rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, 
pegawai, atau anggota keluarga' yang telah dewasa da.ri Wajib 
Pajak. 
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(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (4) : 

a. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil 
pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh 
basil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan, maka Perneriksa menggunakan surat 

Pasal 27 • 

(1) Hasil pemeriksaan wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak 
melalui SPHP yang clilampiri dengan daftar temuan hasil 
Perneriksaan. 

(2) Pemberitahuan hasil Pemcri.ksaan kepa.da Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat !l), tidak dilakukan apabila 
perneriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Bukti 
Permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan 
Daerah. 

(3) SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta 
lampirannya clisampaikan oleh Pemeriksa secara langsung 
atau melalui surat tercatat [kurir, Iaksimili, .POS atau jasa 
pengiriman Iainnyal. 

(4) Wajib Pajak mcmberikan tanggapan tcrtulis atas SPHP dan 
berhak hadir dalarn Pernbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 
paling lama : 
a. 3 (tiga) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak 

untuk Pemeriksaan Kant.or; atau 
b. 7 (tujuh) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak 

untuk Pemeriksaan Lapangan . 

Pasal 26 

Bagian Kesepuluh 
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

(4) Apabila ctalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), tidak d.ipenuhi oleh Pihak Ketiga, Perneriksa segera 
menyampaikan Surat Peringatan, 

(5) Apabila Surat Peringatan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(4) tidak dipenuhi oteh Pihak Ketiga, daJam waktu 3 (uga) hari 
sejak diterimanya Surat Peringatan, Pemeriksa membuat 
berita acara tidak clipenuhinya permintaan keterangan 
dan/atau bukti dari Pihak Ketiga. 
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' pemeriksa menggunakan surat tanggapan dimaksud 
sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan 
berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam 
Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan, yang 
ditandatangani oleh pemeriksa; atau 

e. Wajib Pajak tidak menyarnpaikan surat tanggapan hasil 
perneriksaan dan tidak hadir dalam Pernbahaean Akhir 
HasiJ Pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara 
ketidakhadiran Wajlb Pajak dalam Pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa. 
(2) Dalam ha! Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksa telah membuat dan 
menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak 

t.anggapan dimaksud sebagai dasar untuk rnembuat 

risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir 
Ha sil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 

dan Wajib Pajak; 
b. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil 

pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh 
hasil perneriksaan namun tidak hadir dalam Pernbahasan 

Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa menggunakan surat 
tanggapan dimaksud sebagai dasar untuk mernbuat 
risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran 

Wajib Pajak dalam Pernbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 
yang ditandatangani oleh Pemcriksa; · 

c. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil 
pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas 
sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalarn 
Pembahasan Akhir Haail Perneriksaan, Pemeriksa 
menggunakan surat tanggapan dirnaksud, sebagai dasar 
untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak 
dan hasil pcmbahasannya dituangkan dalarn risalah 
pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan yang ditendatangani oleh pemeriksa dan 
\Vajib Pajak; 

d. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan basil 
pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas 
sebagian atau seluruh basil Pemeriksaan namun tidak 
hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan, 
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(1) Risalah pernbahasan dan berita acara Pernbahasan Akhir 
Haeil Pemeriksaan merupakan bagian yang ttdak terpisahkan 
dari LHP. 

(21 Pajak yang terutang dalarn SI<PD, SKPDKB, SKPDKB'I', 

SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD dihitung sesuai dengan 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali : 
a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan 

akhir tetapi rnenyampaikan tanggapan tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b 
dan huruf d, Pajak yang terutang dihitung berdasarkan 

hasil pemeriksaan yang telah diberitahuk.an kepada Wajib 
Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari 
Wajib Pajak; atau 

• 

Pasal 28 

dalam Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (!) huru.f b, huruf d dan/atau huruf e, 
Pembahasan Akhir Hasit Perneriksaan dianggap telah 
dilakaanakan. 

(3) Dalarn hal Wajib Pajak menolak rnenandatangani berita acara 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagai.mana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a atau huruf c, Perneriksa mcmbuat 
cacatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara 
Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan. 

(4) Dalam ha! terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak 
dengan Pemeriksa dalam Pernbahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengaju.kan permintaan agar 
perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu. 

(5) Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pembahasan 
yang merupakan bagian dari KKP. 

(6) Pembahasan Akbir HaSJI Perneriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan dalam jangka waktu 
paling lama l5 (lima belas) hari. 

(7) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan harus diseleaaikan dalam jangka 
waktu paling lama ] (satu) bulan, 
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ketida.kbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (l), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa 
menyampaikan SPHP. 

ten tang 

(1) Dalam hal Pemeriksa telah melakukan Pcmeriksaan dan 
Kepala Badan belum menerbitkan SKPD/SKPDKB, Wajib 
Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mcngungkapkan dalam 
laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SP'l'PD 
yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, dan pemeriksaan tetap ditanjutkan. 

(2) Pengungkapan dalam Japoran tersendiri 

' Bagian Keduabelas 
Pengungkapan Wajib Pajak Dalam 

Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan 

Pasal 30 

(1) Hasil Pemeriksaan atau SKPD/SKPDKB dari basil 
pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP 

atau Pernbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan 
secara jabatan atau berdasarkan pennohonan Wajib Pajak 
kepada Kepala Badan. 

(2) Dalarn hat dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). proses Pcmeriksaan harus dilanjutkan dengan 
melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau 
Pernbahasan Akhir Hasil Perneriksaan. 

(3) Dalam hal pembatalan dilakukan karcna pemeriksaan 
clilaksanakan tanpa penyampaian SPHP, berdasarkan 
keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, Pemeriksa 
melanjutkan Perneriksaan dengan memberitahukan hasil 
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan melakukan pernbahasan 

akhir dengan prnsedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 dan Pasal 28. 

Bagian Kesebelas 
Pembatalan Hasil Perneriksaan 

Pasal 29 

b. dalam hal Wajib Pajak lidak hadir dalam pembahasan 
akhir dan tldak menyampaikan tanggapan tertulis 

• sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l) huruf e, 
Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil 
pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib 
Pajak. 
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(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat 
diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka untuk 
kepentingan penyidikan apabila : 

a. pada saat pelaksanaan Perneriksaan diternukan adanya 
indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau 

b. wajib Pajak menolak d.iJakukan pemeriksaan, tidak 
memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menola.k 
membantu kelancaran perneriksaan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 20 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak 
dapat dilakukan pen eta pan pajak secara jabatan. 

(2) Dalarn hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a 
dan huruf b, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus 
memperhatikan jangka wakru penyelesaian permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. 

(3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diserujui, pelaksanaan pemeriksaan 

' dihentikan dengan membuat Berita Acara Penghentian 
Pemeriksaan kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan 
terkait dengan perrnohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak. 

(4) Pemeriksaaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditangguhkan sampai dengan : 
a. perneriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak 

dilanjutkan dengan penyelidikan; 
b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan 

dalam ha! tidak terdapat cukup bukri, atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang 
perpajakan, atau karena peristiwanya telah kadaluwarsa, 
atau tersangka meninggal dunia; atau 

Bagian Ketigabclas 
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan 

Pasal3l 
' 

ketidakbenaran pcngisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), oleh Pemeriksa diperlakukan sebagai informasi atau 

data tambahan dan menjadi bahan pertimbangan bagi 

Pemeriksa sebelum menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak. 

ten tang tersendiri la po ran dalam (3) Pengungkapan 
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Pasal 34 

(1) Pemeriksa tidak dapat dituntut, baik secara perdata rnaupun 

pidana, apabila d.alam melaksanakan tugasnya didasarkan 

pada iktikad balk dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

(2) Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya dianggap 
berdasarkan iktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), apabila dalarn melaksanakan tugasnya tidak untuk 
mencari keuntungan bagi did sendiri, keluarga, kelompok, 
dan/atau tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi 
da.n/atau nepotismc. 

Bentuk dan formal kelengkapan administrasi Pemeriksaan Pajak 
Daerah tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 33 

(l) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan 

perintah atau persetujuan Kepala Badan. 
(2) Perintah atau persetujuan Kepala Sadan untuk melaksanakan 

Perneriksaan, Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat diberikan dalarn hal : 
a. terdapat data baru terroasuk data yang semula belum 

terungkap atau data yang belum dipcrhitungkan; atau 

b. terdapat hal lain yang berdasarkan pertimbangan Kepala 
Badan perlu untuk melaksauakan Pemeriksaan Ulang. 

(3) Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan 
Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam ha! 
sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sarna telah 
diterbitkan SKPDKB berdasarkan hasil Pemeriksaan. 

Bagian Keempatbelas 
Perneriksaan Ulang 

Pasal 32 ' 

c. diterirnanya putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tctap yang menyatakan Wajib Pajak bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum. 

(5) Penyelesaian Perneriksaan yang dilanjutkan dengan penyidikan 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri SipU. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 

ARIS H 
AViw:>UPATEN GROBO N, 

Diundangkan di Purwodadi 
pada ianggal 

SRf SUMARNI 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 
BU 

BAB vnr 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah 
Kabupaten Grobogan. 



NfP. 
················ . 

adalah pegnwai Pemerint;,h Kabupaten 
Grobogan atau Tenaga ahli yang 
bcrwenang melo.kukan perncriksaan di 
bidang perpajakan daerah Nomor 28 
Tabun 2009 tentnng Pajak Daer-ah dan 
Retribusi Daerah. 

KEPAt,A BADAN PENDAPATAN 
PENGEWL'\AN .KEl.:ANGAN DAN ASET 

DAERAH 

Tanda Tangan : 

Pa.~ foto 

Nomor , . 
Berlnku s.d : , . 

PEMERJNTAH KABIJPATEN GROBOGAN 
BADAN Pl>NDAPATAN PENGELOL.AAN Nanto 

r<EUANGAN DAN ASET DAERAH NIP 
Pangknt/Gol 
-Jabatan f: 

TANDA PENGENAL 
PEMERJKSA PAJAK 

LAMBANG kA8UP1\TEN GROBOGAN 

PEMERINTAH KABUP/\TEN GROBOGAN 

Muka Dala.m: 9cm 

Muka Luarpanjang 10 cm 

A. FORlvIAT TA.NOA PENGENAl.. PEMERIKSA PAJAK : 

TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN 

PAJAK DAER.AH 

TAHUN 2018 NOMOR 

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPAT[GROBOGAN 



tembuaan 
1. . 

NIP 
······································· 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASE1' DAERAH 

Purwodadi, . 

NPWP 

Alamat 

Masa Pajak dan Tahun Pajak : ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kriteria Perneriksa 

Tujuan Pemeriksa 

Nam a 

Diperintahkanunruk melakukan Pemeriksaan di 'bidang perpajakan 
daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Bupati Grobogan Nornor 
........ ten tang Tata Cara Periksaan Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak : 

No. NAMA / NTP P.ANGKAT/GOL JABATAN 

. 

I 

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini: 

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN 
Nemer: . 

Kop Surat 

B. FORMAT SURAT PERINTAH PEMERJKSAAN : 



tembusan : 
1 . 

NIP. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
P11NGELOLAAN KEUANGAN DAN 

ASETDAERAH 

Untuk melakukan Pemeriksaan di bidang Perpajakan Daerah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 

JABATAN NAMA/NIP KET. PANGKAT/GOL NO. 

menggantikan: 

KET. PANGKAT/GOL JABATAN NAMA/NIP NO. 

dengan ini diperintah.kan kepada Saudara : 

Nomor dan tanggal SP2 

Alamat 

NPWPD 

Nama 

Dalam rangka melanjutkan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: 

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PERUBAHAN 
Nomor: . 

Kop Surat 

C. FORMAT SURAT YANG BERISI PERUBAHAN TIM PEMERfKSA : 



2. ······················· 

tcmbusan 
1. . 

NrP 
······································· 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH 

Purwodadi, . 

sebagai Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan sesuai · 
dengan keahlian Saudara dalam biclang .. 

Nama 
NPWPD 
Alamat 
Nomor dan tanggal SP2 

Dengan ini ditugaskan kepada Saudara: 

Sehubungan dcngan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah 
terhadap Wajib Pajak: 

Nama 
NPWPD 
Alam at 
Nomor dan tanggal SP2 : ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SURAT TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PEtv1ERIKSAAN 
Nomor: . 

Kop Surat 

D. F'ORMAT SURAT TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN: 



Untuk kelancaran jalannya Pemeriksaan, diminLa agar 

Saudara memperlihatkan dun/atau meminjamkan buku atau 

cataran dan dokumen, rnemberikan banruan sepenuhnya, serta 
memberikan keterangan yang diperlukan. 

Menola.k. untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak 

membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­ 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Masa Pajak dan Tahun Pajak 

Tujuan Pemeriksa 

Alamat 

NP\VP 

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan La'pangan di . 

bidang perpajakan daerah dengan jangka waktu perigujian 

paling lama 60 [enam puluh) hari kerja terhadap 

perusahaan/pekerjaun saudara dibawah ini : 

Nama 

JABATAN NAlvIA/ NIP PANGKAT/GOL NO. 

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor 

....... tanggal bersama ini diberitahukan bahwa: 

Purwodadi, . 
Kepada: 

Ylh . 
I 

Pen ting 
Pemeriksaan Lapangan 

Nornor 
Sifat 
Hal 

Kop Surat 

E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSMN LAPANGAN : 



................... i . 
NIP 

KEPALA SADAN PENDAPATAN 
PENGELOLt\AN KEUANGAN DAN 

ASET DAER..\H 

Diterima oleh : 

Jabatan : 

Tanggal : 

Tanda : 
I 

Tangan/Cap 

Demikian untuk rnenjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya 
diucapkan terima kasih. 



Unruk kelancaran jalannya Perneriksaan, diharapkan 

kedatangan Saudara ke kautor kami dengan rnembawa buku, 
catatan dan dokumen pendukung sebagaimana terlampir, 
memberikan bantuan sepenuhnya, serta rnernberikan keterangan 
yang diperlukan pada : 

Hari/Tanggal 
Temp at 
\V'aktu 

• 

Alamat 

Masa Pajak dan Tahun Pajak 
Tujuan Pemeriksa 

NPWP 

Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Kantor di bidang 
perpajakan terhadap perusahaan/pekerjaan Saudai·a dibawah ini: 

Na.ma 

JABATA1'1 PANGKAT/GOL NAMA/NIP NO. 

Sehubungan dengan Surat Pemerintah Pemeriksaan (SP2) Nomor 
.................. Tanggal bersama ini diberitahukan bahwa: · 

Hal PanggiJan Dalam 

Rangka Pemeriksaan 
Pajak Daerah 

Pen ting 

Purwodadi, . 
Kepada: 

Yth .. 
I Nomor 

Sifat ' 

Kop Surat 

F. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSMN KANTOR : 

' 



NIP 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH 

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak mernbantu 

kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenaka:n sanksi 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas 
kerjasamanya diucapkan terima kasih, 



Demi.kian berita acara hasil pertemuan deugan Wajib Pajak ini dibuat dengan 
sebenarnya dan ditandatangani oleh: 

untuk: 

1. menjelaskan alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan; 
2. menjelaskan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan 

pemeriksaan: 
3. menjelaskan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan guna 

dilakukan pembahasan dengan Tim Perneriksaan dalam ha! terdapat basil 
pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa Pajak dengan 
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemerikeaan; 

4. menjelaskan buku, cataran dao/atau dokumen yang akan dipinjam dari 
Wajib Pajak; dan 

;,. menyampaikan dan menjelaskan Kuesioner Pemeriksaan. 

Alamat 

NPWP 

Nama 

D Kuasa, dari Wajib Pajak D Wajib Pajak D \Vakil 

telah melakukan pertemuan dengan : 

Nama 
Pekerjaan 
Alam at 

Bertindak selaku 

NAMA/NIP JABA'I'A..'N PANGKAT/GOL NO. 

Pad a hari ini tanggal bulan tahun .. 
berdasarkan Surat Perin tab Pemeriksaan Nomor Tangga1 
......................... , kami yang tersebuc di bawah ini: 

SERITA ACAAA H..A.S!L PER'fEl'v1U.AN DENGAN WAJ!B PAJAK 

O. FORMAT BERITA ACARA HASJL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK: 

Kop Surat 



NIP. 

Anggota 
NIP. 

........................... ~ . Mengetahui, 

Anggota 
NIP. 

.............................. ,1-, .... 

Ketua Tim 

Wajib pajak /Wakil /Kuasa / Pihak Tun Pemeriksa Pajak 
Yang Mewakili 



• 

NIP 

Ketua Tim 

Diterima oleh : 
Jabatan : 

Tanggal 
Tanda 
Tangan/Cap 

Dernikian untuk menjadi perhatian dan atas 
kerjasamanya diucapkan teima kasih. 

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah 
Pemeriksaan (SP21 Nomor Tanggal , 
dengan ini diminta kepada Saudara untuk rneminjamkan buku, 
catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan serta dokumen Jain yang berhubungan dcngan 
kegiatan usaha atau pekerjaan Saudara sebagaimana 
terlampir. 

Buku atau catatan dan dokumen yang diperlukan 
dalam Pemeriksaan iersebut diharapkan sudah kami terima 
paling lama 7 (tujuh] hari kerja setelah surat ini Sattdara 
terima, Buku atau catatan dan dokurnen tersebut diatas akan 
dikembalikan kepada Saudara setclah Pcmcriksaan selesai 
dilaksanakan. 

Catatan dan Dokumen 

Buku, 
Hal Permintaan 

Peminjaman 

Seger a Sifat 
Kepada : 

Yth . 
I Nomor 

Purwodadi, 

Kop Surat 

H. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DAN 
DOKUMEN: 



' 
NIP. 

Ketua Tim 

• 
Narna Wajib Pajak : 
NPWPD : 
Alamat Wajlb Pajak : 

No. Jcnis/Nama Buku, Catatan dan Dokumen Keterangan 

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN 
DALAM RANGKA PEMERTKSAAN 

Kop Surat 

1. FORMAT DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG ' 
W AJIB DIPJNJAMKAN : 



Diterima oleh Dikembalikan oleh: 

(Wajib Pajak) (Perneriksal 

NIP : 

Tanggal Tanggal : 

Diterima oleh : Diserahkan oleh: 

(Pemeriksa) (Wajib Pajak) 

NIP ; 

Tanggal Tanggal: 

Jenis/Nama Buku, Dlkembalikan 
Dipinjamka.n 

No. Catatan da.n Keterangan lengkap/tidak 

Dokumen 
lengkapj tidnk 

lengkap 
lengkap 

Nama Wajib Pajak 
NPWP 
Alamat Wajib Pajak 
'Nomor dan Tanggal SP2 

BUKT! PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN 
BUKU, CATATA.N, DAN DOKUMEN 

Kop Surat 

,· 

\j 

J. FORMAT BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU, 
CA'l'ATAN, DAN DOKUMEN : • 



I No. Nam a Tanda .'T'angan Catatan 

l 1. 

I dst 

Saksi-saksi ; 
NIP . 

Purwodadi, . 
Perneriksa, 

yang diduga at.au patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk 
menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, 
termasuk hasil pengolahan data dari pernbukuan yang dikelola secara 
elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. 

Dernikian Berita Acara Segel Rusak ini dibuat dengan sebenarnya sesuai 
dengan sumpah jabatan. · 

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh : 
\ 

Nama 
NPWP 
Alarnat 

No. Tempat/Ruangan atau Bararig 
1. . 

dst j 

Pemcriksa Pajak pada berdasarkan Surat 
Peri.ntah Pemeriksaan Nomor Tanggal dalam 
rangka Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 29 Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebaga.imana tel.ah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan bahwasegel telah 
rusak/hilang*) pada ternpat atau ruangan, barang bergerak tidak bergerak 
berupa: 

Jabatan Pangkat/ Go! . Nama/NlP 

BERJTA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG 

............ tahun . Pad a hari ini tanggal . . . . . . . . . bulan 
karni : 

Kop Surat 

R. FORMAT SERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG 



No. Nama Tanda Tangari Cata tan 
1. 

dst 

Saksi-saksi : 
NIP . 

Purwodadi, . 

Perneriksa, 

yang diduga atau patut cliduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk 
menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, 
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 
elcktronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. 
Dem.ikian Berita Acara Pernbukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya 
sesuai dengan surnpah jabatan. 

Yang d irniliki dan / a tau dikuasai oleh : 
Nama 
NP\VP 
Alam at 

No. Tempat/Ruangan atau Barang 
1. 

dst 

Pemerikaa Pajak pada .. .. .. . . .. . .. .. .. ... ... . .. . berdasarkan Surat 
Perintah Pemeriksaan Nornor Tunggal dalam 
rangka Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 29 Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ·Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 16 Tahun 2009, tclah rnembuka segel pada tempat atau 
ruangan, barang bergerak tidak bergerak berupa : 

Jabatan Narna/NIP Pangkat/Gol No. 
•) 

Pada harl ini tanggal .. .. .. bulan .. .. . .. .. tahun . 
kami: 

SERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL 

Kop Surat 
S. F'ORMAT BERITA ACARA PEMBUKUAN SEGEL: 



I 

Materai 6000 

Yang Membuat Pernyataan 

.............. . 

Dernikian surat pemyataan penolakan Perneriksaan ini .dibuat dan 
ditandatangani dengan penuh keeadaran dan tanpa paksaan dari 
siapapun, serta karni bersedia untuk bertanggung jawab atas segala 
akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini . 

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Tanggal 
.............. dengan ini menyatakan menolak Pemeriksaan dengan alasan 

.Jabatan Nama/NIP Pangkat/Gol No. 

Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari : 

Nama 
NPWP 
Alam at 

D Kuasa, dari Wajib Pajak D Wajib Pajak D Wakil 

Nama 
Pekerjaan 
Alam at 
Dalam ha! ini bertindak selaku 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNYATMN PENOLAKAN PE~1ERIKSAAN 

T. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEM.ERIKSAAN: 



NIP. 
...................................... 

Anggota 
NIP. 

Anggota 
NIP. 

., , .. .................................. 

Ketua Tim 

Tim Pemeriksa Pajak Mengetahui, 

Demikianberita acara penolakan Pemeriksaan ini dibuat dengan 
scbenarnya atas kekuatan surnpah jabatan, kemudian ditutup dan 
ditandatangani oleh tirn Pemeriksa Pajak. 

telah menolak membuat atau mendatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeri.ksaan. 

Nama 
Pekerjaan 
Alam at 

Yang sehubungan dengan Pemeriksaan terse but, wajib Pajak yang dalam 
hal ini diwakili : 

Nama 
NP\:VPD 
Alain at 

Pada hari ini tanggaJ · bulan tahun . 
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nornor tanggal 
........... maka kami yang tersebut dibawah ini selaku tirn Perneriksa Pajak 
yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: 

BERJTA ACARA PENOLAKAN PE11ERI.KSAAN 

U. FORMAT BERJTA ACARA PENOLAKA.N PEMERIKSAAN 



Diterirna oleh : Dikembalikan oleh: 

(Wajib Pajak} [Pemeriksa) 

NIP : 

Tanggal : Tanggal: 

Diterima oleh : Discrahkan oleh: 

(Pemeriksa] (Wajib Pajak) 

!'-.'IP : 

Tanggal : Tanggal: 

Jenis/Nama Buku, Dikembalikan 
Dipinjamkan No. Catatan dan Ketcrangan lengkap/tidak 

Dokumen 
lengk_ap/tidak 

lengkap 
Jengkap 

Narna \Vajib Pajak 
NPWP 
Alamat Wajib Pajak 
Nomor dan Tanggal SP2 

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN 
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN 

Kop Surat 

v 
J. FORMAT BUl<TJ PEMINJ."-MAN DAN PENGEMBALIAN BUKU, 

CATATAN, DAN DOKUMEN: ' 



?¥fnterai 6000 

• 

Yang Membuat 
Pernyataan 

................ , . 

telah menyerahkan kepada rim Pemeriksa Pajak Daerah bcrupa Iotokopi 
dan/atau data yang dikelola secara elektronik atas buku, catatan, dan 
dokumen yang dibuat dari dan sesuai dengan aslinya. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani 
dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta 
kami bersedia untuk bertangggung jawab atas segala akibat hukurn 
yang timbul dari pernyataan ini. 

Nomor 
Tanggal 

dengan ini menyatakan bahwa dalarn rangka pelaksanaan Surat 
Perin tab Perneriksaan: 

, .. _ .. ·-·-·-·-··- . ···-·--·--···-··---··-···--······ --··--··--··-·-··---·· ... 

Nama Wajib Pajak 
NPWPD 
Alarnat Wajib Pajak 

Kuasa; dari Wajib Pajak : Wakil Wajib Pajak; 
D D D 

Nama 
Pekerjaan/Jabatan 
Alamat 

dalam hal ini bertindak selalru:···--·--- 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURATPERNYATAAN 

K. FORMAT SURAT PERi\TYATAAN KEASLIAN DOKU!VlEN DAN/ ATAU DATA 
YANG DIBERJKA.N: 



' 
I· 

Ketua Tim 
Diterima oleh 
.Jabatan 
Tanggal 
Tanda 
Tangan/Cap 

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta 
agar segera menyerahkan buku atau catatan dan 
dokumen seperti dalam daftar terlampir paling lambat 
pad a tanggal .. 

Perlu kami ingatkan bahwa terhadap saudara dapat 
dilakukan Perneriksaan Bukti Permulaan atau pajak 
yang terhutang dihitung secara jabatan apabila Saudara 
tidak memenuhi perrnintaan peminjarnan buku, catatan, 
clan dokumen tersebut di atas. 

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. 

D Sama sekali tidak merninjamkan 
D Merninjam.kan sebagian 

buku atau catacan dan dokumen yang ka.rni perlukan. 

Sebagai pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Surat 
Perintah Perneriksaan Nemer '. .. 
Tanggal , Saudara telah diminta untuk 
meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen 
lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau 
pekerjaan Saudara dengan Surat Permintaan Peminjaman 
Buku, Cata tan, dan Dokumen Nomor . 
Tanggal , namun sampai dengan surat ini 
dibuat, saudara: 

I Kepada : 
Segera Yth .. 
Peringatan Pertama/ Peringatan 
Kedua •) 

Nomor 

Sifat 
Hal 

Purwodadi, . 

Kop Surat 

• &~ 
FORMAT $URA1' PERINGATAN PERTAMA/KEDUA: L. 



NIP. 

Ketua Tim 

Nama Wajib Pajak ................................................................. 
NP\llPD : ................................................................. 
Alamat Wajib Pajak ........ _.,,., ................ ., ................................. 

Keterangan 
No. Jenis/Nama Buku, Cat at an dan Dokumcn 

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN 
DAL.AM RANGKA PEMERIKSAAN 

KOPSURAT 

M. FORMAT DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG BELUM 
DIPINJAMKAN : 



NIP. 
...................................... 

Anggota 
mP. 

...................................... 

Anggota 
NIP. 

, .. 1 .. ,, . .................................. 

Kenia Tim 

Tim Pemeriksa Pajak Mengetahui, 

dengan ini menyatakan bahwa seluruh/ sebagian=) buku, 
catatan, dan/atau dokumen sebagairnana 'dimaksud dalam Surat 
Permintaan Peminjarnan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor : 
.............. tidak dipenuh.i peminjamannya oleh Wajib Pajak kepada tim 
Pemeriksa Pajak. 

Demikian Serita Acara Tidak Dipenuhinya Perninjarnan Buku, 
Catatan, dan. Dokumen ini dibuat dengan sebcnarnya atas kekuatan 
sumpah jabatan, kernudian ditutup dan ditandatangani oleh tim 
Pemerikda Pajak .. 

NPWP 
Alamat 

Pada hari ini tanggaJ bulan . 
tahun ... . . .. . .. . .. berdasarkan Surat Perintah Perneriksaan nomor : 
. . . .. . . . . . .. .. . . .. . tanggal , maka karni yang tersebut dibawah 
ini selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan 
Perneriksaan terhadap Wajib Pajak : 

Nama 

BER.JTA ACARA TIDAK DIPENUHll'll'A PEMINJAMAN 
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN. 

Kop Surat 

N. FORMAT BERITA ACARA TIDA.K DIPENUHINYA PEMINJAMAN BUKU, 
CATATAN DAN DOKUMEN : 



NIP. 

Anggota 
NIP. 

Anggota 
NIP. 

...................................... 

Ketua Tim 

Tim Pcrneriksa Pajak Mengetahui, 

dengan .i.n.i menyatakan bahwa seluruh buku atau catatan, dan 
dolrumen sebagaimana dirnaksud dalam Surat Permintaan Pcminjaman 
Buku, Cat.a tan dan Dokumen Nomor : .. . . .. . .. . .. .. telah dipenuhi 
perninjamannya oleh Wajib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak. 

Demikian Serita Acara Pemenuhan Seluruh Perninjarnan Buku, 
Catatan, dan Dokumen ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan 
sumpah jabatan, kernudian ditutup dan ditandatangani oleh tun 
Pemerikda Pajak .. 

Pada hari ini tanggal bu Ian . 
tahun berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor : 
. . .. . . . . . . . . . .. . . .. tanggal , rnaka kami yang terse but ctibawah 
ini selaku ti.m Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan 
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak : 

Nama 
NPWP 
Alam at 

BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN 
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN 

Kop Surat 

0. FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN 
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN: 

,, 



Barang siapa dengan sengaja memutuskan, mcmbuang, atau merusak 
segel ini diancam clengan pidana penjara paling lama 2 (dual tahun 8 
(delapan) bulan. 

PERINGATAN· 

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 .tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.' 

Atas kuasa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
~etentuan Umum clan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
dilakukan Penyegelan karena tidak memenuhi kewajiban tcrsebut dalarn 

P. FORMATTANDA SEGEL 



No. Nam a Tanda Tangan Cata tan 
l. 

dst 

Saksi-saksi : 
NIP . 

Purwodadi, . 

Perneriksa, 

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk 
rnenyirnpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, 
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 
elektronik atau secant program aplikasi on-line yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha ar.au pekerjaan bebas Wajib Pajak. 

Dernikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai 
dengan sumpah jabatan. 

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh: 
Nam a 
NP\VP 
Alamar 

No. Ternpat/Ruangan atau Barang 

1. 

dst 

Pemeriksa Pajak pada .... .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... .. . .. . berdasarkan Surat 
Perintah Pemeriksaan Nomor Tanggal dalam 
rangka Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 29 Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, telah melakukan Penyegelan 
tempat atau ruangan, barang bergerak tidak bergerak berupa : 

Jabatan Pangkat/Gol Nama/N1P I No. I 
Pada hari ini tanggal bulan tahun .. 

karni: 

BERITA ACARA PENYEGELAN 

Kpp Surat 

Q. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN : 1 

,, 



No. Na111a TandaTangan Catatan 

1. 

dst 

Saksi-saksi : 
NIP .. 

Purwodadi, . 
Perneriksa, 

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat unt.uk 
menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokurnen, 
termasuk hasil pcngolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 
elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha atau pekcrjaan bebas Wajib Pajak. 

Demikian Berita Acara Segel Rusak ini dibuat dengan sebenaruya scsuai 
dengan surnpah jabatan. 

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh: 
\ 

Nama 
NPWP 
Alam at 

No. Tempat/Ruangan aiau Barang 
1. 

dst I 

Perneriksa Pajak pada .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . berdasarkan Surat 
Perin tab Pemeriksaan Nomor Tanggal dalam 
rangka Pemerlksaan di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 29 Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mcnyatakan bahwasegel telah 
rusak/hilang*) pada ternpat atau ruangan, barang bergerak tidak bergerak 
berupa: 

.Jabatan Pangkat/Gol. Nama/NIP I No. I 
Pada hari ini tanggal bulan . . . . .. tahun . 

kami : 

BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/ HILANG 

Kop Surat 

R. FORMAT BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG 



No. Nama Tanda Tangari Cata tan 
1. 

dst 

Saksi-saksi : 
NIP .. 

Purwodadi, . 
Pemeriksa, 

'yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk 
menyimpan buku-buku, cacatan-catatan, atau dokumen-dokumen, 
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 
elektronik atau seca.ra program aplikasi on-line yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. 
Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya 
sesuai dengan sumpah jabatan. 

Yang d.i.miliki dan/atau d.ikuasai oleh : 
Nama 
NPWP 
Alam at 

No. Tempat/Ruangan atau Barang 
1. 

dst 

Pcrneriksa Pajak pada berdasarkan Surat 
Perintah Pemer:iksaan Nomor Tanggal dalarn 
rangka Pcrneriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 29 Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ·Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhi.r dengan Undang­ 
Undang Nomor 16 Tahun 2009, telah membuka segel pada tempat atau 
ruangan, barang bergerak tidak bergerak berupa : 

No. Nama/NIP Pangkat/ Gol Jabatan 

I 

pd h ... a a an uu tanggal bulan tahun . 
kami : 

BERJTA ACARA PEMBUKAAN SEGEL 

Kop Surat 
S. FORMAT BERITA ACARA PEMBUKUAN SEGEL: 



I 

Materai {)()00 

Yang Membuat Pernyataan 

............. , ······ .... ~··· 

Demikian surat pernyataan penolakan Perneriksaan ini dibuat dan 
ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari 
siapapun, serta kami berscdia untuk bertanggung jawab atas segala 
akibat hukum yang timbul dari pernyataan i.ni . 

berdasarkan Surat Perintah Perneriksaan Nornor Tanggal 
.............. dengan ini menyatakan rnenolak Pemeriksaa.n dengan alasan 

.Jabatan Nama/NIP Pangkat/Gol No. 

Sehubungan dengan Perneriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari : 

Nama 
NPWP 
Alam at 

D Kuasa, dari Wajib Pajak 

Nama 
Pekerjaan 
Alam at 
Dalam hal Ini bertindak selaku 

D Wajib Pajak D Wakil 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PE~lERIKSAAN 

T. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN : 



NlP. 
...................................... 

Anggota 
N[P. 

Anggota 
NlP. 

.................................. 

Ketua Tim 

Tim Pemeriksa Pajak Mengetahui, 

Demikianberita acara penolakan Pemeriksaan ini dibuat dengan 
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan 
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. 

telah mcnolak membuat atau mendatangani surat pernyataan penolakan 
Perneriksaan. 

Nruna 
Pekerjaan 
Alamat 

Yang sehubungan dengan Perneriksaan tersebut, wajib Pajak yang dalam 
ha! ini diwakili : 

Nama 
NPWPD 
Alamat 

Pada hari ini tanggal ·bulan tahun . 
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor tanggal 
........... rnaka karni yang tersebut dlbawah ini selaku tirn Pemeriksa Pajak 
yang ditugaskan untuk rnelakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: 

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN 

Kop Surat 

U. FOR}.,tAT BERJTA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN 



I . !,lateral 6000 

Yang Membuat Pernyataan 
................ , . 

Dernikian surat pernyataan penolakan membantu kelancaran 
Perneriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan 
tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung 
jawab atas segala akibat hukurn yang timbul dari pernyataan ini . 

berdasarkan Surat Perintah Perneriksaan Nomor .. 
Tanggal dengan ini menyatakan menolak Pemeriksaan dengan 
alasan .. 

Pangkat/Gol No. Jabatan Nam.a/NIP 

Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari ......... : 

Nama 
NPWPD 
Alamat 

Dalam hat ini bertindak selaku dari Wajib 
Pajak ' 

Nama 
Pekerjaan/Jabatan 
Alamat 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN 

MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN 

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN 
PEMERIKSAAN 



NIP. 
............................... t ...... 

Anggota 
NlP. 

Anggota 
NIP. ····.·································· .................................. 

Ketua Tim 

Tim Pemeriksa Pajak Mengetahui, 

Demikianberita acara penolakan membantu kelancaranPemeriksaan ini 
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kernudian 
ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemerik:sa Pajak. 

telah meno1ak mernbuat atau mendatangani sura.t pernyataan penolakan 
membantu kelancaran Pemeriksaan. · 

Nama 
Jabatan /Hubungan 
kekerabatan 
Alam at 

Yang sehubungan dengan Perneriksaan tersebut, pegawai/anggota Wajib 
Pajak yang dalam hal ini diwakili : 

Nama 
NPWPD 
Alam at 

Pada hari ini tanggal bulan tahun . 
berdasarkan SuratPerintah Pemeriksaan Nomor tanggal 
........... maka kami yang tersebut dibawah ini selaku tim Perneriksa Pajak 
yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: 

SERITA ACARA PENOLAKAN l\IEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN . . 

Kop Surat 

W. BERJTA ACARA PENOLAK,AN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN 



NIP. 

Anggota 
NIP. 

. .. 
• 

Anggota 
NIP . .................................. ...................................... 

Tim Perncriksa Pajak 
Ketua Tim 

Mengetahui, 

telah mengirimkan surac Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
kepada Wajib Pajak nomor tanggal , namun Wajib Pajak 
tidak hadir untuk memenuhi panggilan dalarn jangka waktu yang Lelah 
ditenrukan. 

Demikian Berita Acara tidak m.emenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan 
ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kernudian 
ditutup dan ditandatangani olch rim Perneriksa Pajak. 

Alam at 

Masa dan Tahun Pajak 

NPWP 

Yang ditugaskan melakukan Perneriksaan Kantor terhadap Wajib Pajak : 

Nama 

JABATAN PANGKAT/GOL NAMA/NIP NO. 

Pada hari ini tanggal bulan tahun . 
tempat berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nornor 

............................... tanggal , kami: 

SERITA ACARA TIDAK MEMENUHI 
PANGGILAN DALAM RANGKA 

PEMERI.KSAAN KANTOR 

Kop Surat 

X. FORMAT BER11'A ACARA TIDAK MEMENUHI PANGGlLAN OALAM 
RANG KA PEMERIKSAAN KANTOR: 



Diterirna oleh : 
Jabatan 
Tanggal : 
Tandatangan/ cap : 

NIP. 
..................................... 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
PENGELOLAAN KEUAN6AN DAN 

ASET DAERAJ-1 
KABUPATEN GROBOGAN 

Untuk mernberikan keteranga.n/penjelasan kepada tim 
Perneriksa Pajak. 

Demikian untuk dimaklumi. 

Hari/Tanggal 
Pukul 
Tempat 

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Grobogan 
Nomor tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah 
dan sehubungan dengan buku, catatan.. dan dokumen yang 
telah dipinjarnkan kepada tim Perneriksa Pajak Daerah 
berdasarkan Surat Perintah Perneriksaan Nornor .. 
Tanggal ....... , dengan ini diminta kedatangan Saudara pada: 

Segera 

PanggiJan Pertama/ Panggilan 

Kedua"] Untuk Memberikan 
Keterangan 

Sifat 

Hal 

Kepada: 
Yth . 

I Nomor 
Purwodadi, ....... , . 

Kop Surat 

Y. FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN : 



NIP. 

Anggota 
NlP. 

Anggota 
N1P. 

e 

Tim Pemeriksa Pajak 
Ketua Tim 

Mengetahui, 

Demikian berita acara pernberian keterangan Wajib Pajak ini dibuat dengan 
sebenamya dan ditandatangani oleh: 

··············································································································· 
······················································ ··················· ······································ 
dcngan keterangan/ penjelasan sebagai berikut : 

Nama 
NPWP 
Alarnat 

D Kuasa, dari Wajib Pajak D Wajib Pajak D Wakll 

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Tanggal 
............... telah meminta keterangan sesuai dengan surat panggilan Nomor: 
................ Tanggal , kepada : ;,' 11 
Nama 
Pekerjaa.n 
Alamat 
Bertindak sclaku 

JABATAN PANGKAT/OOL NAMA/NIP NO. 

Pada hari ini tanggal bulan tahun . 
bertempat di kami Tim Perneriksa Pajak dari : 

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN \VAJIB PAJAK 

Kop Surat 

Z. FORMAT BERlTA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN WAJIB PA.TAK : 



Diterima oleh 
Jabatan 
Tanggal : 
Tandatangan/ cap . 

NIP. 
····································· 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

ASETDAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN 

• 

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan 
Nomor . . . . . . .. Tanggal , bersama ini 
disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. 

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan 
kewajiban perpajakan daerah yang harus Saudara penuhi, 
maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk 
rnelakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan. 

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis 
atas basil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan 
akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang 
ditentukan maka basil Pemeriksaan dianggap telah Saudara 
setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Perneriksaan 
dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan daerah 
Saudara akan dihitung sesuai dengan basil Perneriksaan. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasarna 
Saudara diucapkan terima kasih. . 

.( 

Pemeriksaan 
Hal Pemberitahuan Hasil 

Segera Sifat 
Kepada : 

Yth . 

I Nomor 

Purwodadi, . 

Kop Surat 

1. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN : 

AA. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASlL PEMERIKSMN, SURAT 
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAi\N DALA!vl HAL PAJAI( TERUTANG 
DIHITUNG SECARA JABATAN DAN DAFTAR TEMUAN PEMERJKSAAN : 



Sehubungan dengan Surat Perintah Perneriksaan 
Nomor tanggal , bersama ini disampaikan 
hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Hasil 
Pemeriksaan tersebut dihitung secara jabatan karena 
. . . . . ... . . . .. . . schingga besarnya pajak terutang tidak dapat 
dihitung. 

Saudara dapat mernberikan tanggapan tertulis dalarn 
jangka waktu paling lama tiga hari/tujuh. .hari=] kerja sejak 
diterimanya surat ini, dalam bentuk: 
a. Lembar Pertanyaan Persetujuan Hasil Pcmeriksaan, 

dalarn hal Saudara ~1enyetujui selur'uh hasil 
Pemeriksaan; atau 

b. Surat Sanggahan yang disertai dengan alasan yang 
mendukung sanggahan, dalam hal Saudara tidak 
rnenyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan. 

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan 
kewajiban perpajakan daerah yang harus Saudara 
perruhi.setelah Saudara memberikan tan&gapan tertulis rnaka 
kepada Saudara akan disarnpaikan undangan untuk 
melakukan pernbahasan akhir hasil Pemeriksaan. 

Karena dalam Pemeriksaan dilakukan penghitungan 
secara jabatan, maka dokumen yang dapat dipertimbangkan 
pada saat pembahasan akhir terbatas pada : 
a. dokumen yang terkait dengan penghitungan omzet bruto 

dalam rangka penghitungan pajak terutang secara 
jabatan; dan 

b. dokumen kredit pajak sebagai pengurangan pajak 
terutang, 

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis 
atas hasil Perneriksaan dan tidak hadir dalarn pembahasan 
akhir hasil Perneriksaan sesuai dengan jangka waktu yang 
ditentukan maka hasil Perneriksaan dianggap telah Saudara 

secara clihitung 
jabatan) 

Hal Pemberitahuan Hasil 
Perneriksaan [dalarn 
hal pajak terutang 

Kepada : 
Yth . 

I 
Scgera 

Nomor 
Sifat 

Purwodadi, . 

Kop Surat 

2. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASTL PEMERIKSAAN 
DALAM HAL PAJAK TERUTANG DlHITUNG SECARA JABATAN : 



ic.._ _, NIP. 

Ketua Tim 

Diterima oleh 
Jabatan 
TanggaJ 
Tanda 
Tangan/Cap 

setujui seluruhnya dan pembahasan akhir basil Pemeriksaan 
dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan daerah 
Saudara akan dihitung sesuai dengan basil Perneriksaan. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama 
Saudara diucapkan terima kasih. 



NlP. 
........................... ··········· 

Anggota 
NIP. 

Anggota 
NIP. 

Tim Pemeriksa Pajak 
Ketua Tim 

Mengetahui, 

Jumlah Koreksi Dasar 
No. Urut Pos-Pos yang Dikoreksi 

(Rp) Dilakukan 
Koreksi 

DAFTAR TEMUAN PEMERJKSAAN 
Masa dan Tahun Pajak . 

Kop Surat 

3. FORMAT DAFTAR TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN: 



l.lau,roi 600() 

............... ) . 
Yang Membuat Pemyataan 

Demikian surat pernyataan penolakan ini dibuat dan ditandatangai 
dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami 
bersedia untu.k bcrtanggungjawab atas segala akibat hukum yang tirnbul 
dari pertanyaan ini. 

yang diperiksa berdasarkan Surat Perintah Pemcriksaan nomor . 
tanggal . . .. . . . . . . . . . . .. dengan ini menyatakan rnenolak menerima 
................ denga.n alas an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nama 
NPWP 
Alam at 

Nam a 
Pekerjaan 
Alam at 
Dalam ha! ini bertindak selaku 

O Wajib Pajak O Wakil D Kuasa, dart Wajib Pajak 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNYATMN PENOLAKAN MENERIMA SURAT 
PEMBERITAHUAN BASIL PEMERIKSAl\N / UNDANGAN 
PEMBAHASAN AKHIR HASn, PEMERIKSAAN / SURAT 

PANGGILAN PENANDATANGANAN 
BERITA ACARA PEMBAJ-JASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN*) 

1. FORMAT SURAT PERNYATAA..J\I PENOLAKAN MENERIMA SPHP: 

BB. F'ORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SPHP DAN 
BERITA ACARA Pl!:NOLAK.AN MENERfMA SPHP : 



N[P. 
...................................... 

Anggota 
NIP. 

........................................ 

Anggota 
N[P. 

...................................... 

Tim Pemeriksa Pajak 
Ketua Tim 

Mengetahui, 

untukmenyampaikan secara langsung SPHP. Dal~ hal 1n1 Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa*) menolak untuk rnenerima SPHP dan menolak untuk 
menandatangani surat penolakan menerima SPHP. 
Demikian berita acara penolakan menerima SPH.P ini dibuat dengan 
sebenamya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan 
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. 

D Kuaaa, dari Wajib Pajak D Wajib Pajak D Wakil 

Nama 
NPWP 
Alamat 

Nama 
Pekerjaan 
Alam at 
Dalam hal ini bertindak selaku 

telah bertemu dengan : 

Pangkatan/ Golongan 
.Jabatan Nama/NlP No. 

tanggal berdasarkan Surat Perintah 'Pemeriksaan Nomor 
......................... , kami yang tersebui dibawah ini : 

Pad a hari ini tanggal .. bulan tahun 

SERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA 
SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN [SPHP) 

Kop Surat 

2. FORMAT SERITA ACARA PENOI,AKAN MENERlMA SPHP: 



..................................... 

Mater,u 6000 

Yang Membuat Pernyataan 
. .. .. . .. . .. , . 

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui seluruh 
hasil Pemeriksaan. 

Demikian lembar pernyataan persetujuan basil pemeriksaa.n ini 
dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagairnana rnestlnya . 

Nama 
NPWP 
Alamat 
' 

D Kuasa, dari Wajib Pajak D Wajib Pajak D Wakil 

Nama 
Pekerjaan 
AJamat 
Dalam hal ini bertindak selaku 

Sehubungan dengan Surat Pernberitahuan Hasil Perneriksaan nomor 
.............. tanggal , dengan ini s~ya : 

PERNYATAAN PERSETUJUAN HASlL PEMERlKSAAN 

I 
CC. FORMAT LEMBAR PERNYATMN PERSETU,JUAN HASIL PEMERlKSAA.J'J: 



NIP. 

Anggota 
NIP. 

Anggota 
NlP. 

Tim Pemeriksa Pajak 
Kerua Tim 

Mengetahui, 

Telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan 
tanggapan tertulis sesuai dengan Surat Pernberitahuan Hasil Perneriksaan 
nomor tanggal , namun Wajib Pajak tidak 
memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan. 

Dernikian berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas 
SPHP ini dibuat dengan sebenamya atas kekuatan sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditandatangani oleb tim Pemeri.ksa Pajak. 

Na.ma 
NPWP 
Alamat 
Masa dan Tahun Pajak 

Yang ditugaskan melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: 

Pangkatan/ Golongan 
Jabatan 

Nama/NIP No. 

Pada hari ini .. . .. .. .. .. . .. .. . tanggal .. .. .. . .. . bulan .. .. .. .. . .. tahun , 
bertempat di .. .. .. berdasarkan Surat Perintah Pcmcriksaan Nomor 
......... tanggal , kami yang tersebut dibawah ini: 

BERITA ACARA TIDAK DlSAMPAIKANNYA TANGGAPAN TERTULIS ATAS 

SPHP 

Kop Surat 

DD. FORMAT BERITA ACARA TIDAK DISAMPAIKANNYA TANGGAPAN 
TERTULIS ATAS SPHP: 



Diterima oleh 
Jabatan : 
Tanggal : 
Tandatangan j cap 

NIP. 

Ketua Tim 

untuk rnelakukan Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan 
atas hasil Perneriksaan yang telah disarnpaikan kepada 
Saudara. 

Apabila Saudara tidak hadir dalam pembahasan akhir 
hasil Perneriksaan sesuai dengan hari dan tanggal tersebut di 
atas maka pembahasan akhir hasil Perneriksaan dianggap 
telah dilakukan. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama 
Saudara diucapkan terima kasih. 

Sehubungan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 
Nomor tanggal ,yang telah disarnpaikan 
kepada Saudara pada tanggal , dengan ini karni 
mengundang Saudara pada: 

Hari/Tanggal 
Puku1 
Tempat 

Hal Undangan Pembahasan Akhir 
Hasil Pcrneriksaan 

Seger a 
Kepada: 

Yth . 

I Nornor 
Sifat 

Purwodadi, . 

Kop Surat 
BE. FORMAT UNDANGAN PEMBAHASAN AKIDR HASIL PEMERII<SAAN: 



3. dst. 
········································································· . 

d. Pendapat Wajib Pajak dalam Pernbahasan Akhir 

• 
c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir 

• 

b, Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP 

i, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• ' ••••••••••••••••••.••••••••.•• '. · 1· 

a. Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak yang tercantum dalam SPHP 

,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. Pokok Masalah Koreksi 
............. . 
........................................................................................................ 

d. Pendapat Wajib Pajak dalam Pernbahasan Akhir 
o o o • • • 0, • o •I•+•• 0 +, • • o o o • • + • o o, + O, • • o •,, O, o, o, o o, • o,, o o,,, o o o o o • o o, o o o o o o o o o o o •, o o •,•••I•••• I•,, I,+ o, I, 

....................................................................................................... 
c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir 

....................................................................................................... 
•••••••••••••••••••••••••••••• + ••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.' •••••••• 

b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP 
....................................................... . 
.... ' ' . 

a. Dasar Koreksi Perneriksa Pajak yang tercanrum dalam SPHP 
······································································ ······································· 
oo, o o o o o, o • , o o o o o o o + o o • + •, o o • • • • • 0 o • o o,, • o, o o, 0, o o o o o Io Io• o o I•••• o o • • o O o • • • o, o o o o • • • • o o o o' o o' • * * o o o o •' o o ''' o' 

l. Pokok Masalah Koreksi 

................................................................................................... ,, __ ,,, . SP2 Nomor 
Tanggal 
Nama WaJ1b Pajak : .. 
NPVlPD .. 
Alamat · , . 

······-··----···· , , .. -.,---··-------··········· , ,_,, . 
Dalam hal ini bertindak selaku 

RlSALAH l>EMBAHASAN 

Kop Surat 

FF, FORMAT RISALAH PEMBAHASAN: 



NIP. 

Anggota 
NIP. 

Mengetahui, 

Anggota 
NIP. 

· . 

Ketua Tim 

Tim Pemeriksa Pajak Wajib pajak /Wakil /Kuasa•) 

Berdasarkan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sebagairnana 
tercantum dalam risalah pembahasan ini, Wajib Pajak mengajuk.an/tidak 
mengajukan*) pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. 

Pos-Pos 
Koreksi cfm 

Koreksi cfm Koreksi cfm Pernbahasan 
No. Tanggapan Cfm. yang 

SPHP CfmWP Dikoreksi WP Pemeriksaan 

4. Kesimpulan Hasil Pembahasan: 



NIP. 

Anggota Mengeta.hui, 
NlP. 

A.nggota 
NIP. 

...... ···"········· . 

Tim Pemerik.sa Pajak 
. Ketua Tim 

Wajib pajak /Wakil /Kuasa•) 

Nama 
Pekerjaan 
Alam at 

berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran. 
Demildan Berita Acara Pernbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat 
dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh : 

D Kuasa, dari Wajib Pajak D Wajib Pajak D Wakil 

dan mcmberitahukan serta melakukan pernbahasan akhir hasil 
Perneriksaan dengan : 

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : tanggal 
............... telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpajake.n daerah 
terhadap Wajib Pajak : 

Nam a 
NP\VP 

Pangkatan/ Golongan 
Jabatan 

Nama/NrP No. 

Pad a hari ini tanggal bulan tahun .. 
bertempat di , karni : 

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN 

Kop Surat 

1. FORMAT BERlTA ACARA PEMBA.HASAN AKH!R HASlL 
PEMERIKSAAN YA.NG DILAMPIRJ DENGAN LKrlTISAR 
HASlL PEMBAHASAN AKHJR : 

GG. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN 
YANG DILAMPIRI DENGAN IKHTISAR HAS!L PEMBAHASAN AKHJR DAN 
IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHlR: 



NIP. 
....................................... ...................................... 

. Anggota 
N[P. 

Mengetahui, 

Anggota 
NTP. 

Tim Pemeriksn Pajak 
Ketua Tim 

Wajib pajak /\Vakil /Kuasa"] 

Koreksi Cfrn 
Hasil Pembahasan Akhi.r Temu 

Pembahasan 
an 

yang 
Cfm Koreksi di bat 

Uraian SPTPD cfm 
Cfm Cfm Cfm Yang 

SPHP disetujui alkan Perneriksaan WP Pemeriksaan WP / d.ita 
mbah 

I kan 
[. Pajak I Hotel 
II. Pajak . 

Restoran 
rII.Pajak 

Reklame . 
IV.Ost 
V. Sanksi 

Administ 
rasi 
Lainnva 

·----------------·----- 

Nam a 
NPWPD 
Masa dan Tahun 
Pajak 

• 

IKHTISAR HASJJ. PEMBAHASAN AKHIR 

Kop Surat 

2. FORMAT IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKH1R : 



Diterima oleh 
Jabatan 
Tanggal 
Tandatangan / cap 

NIP. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

ASETDAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN 

Demikian disampaikan dan atas kerjasama diucapkan terima 
kasih. 

Untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil 
Perneriksaan. 

Sebagai pelaksanaan dari Pcraturan Bupati Grobogan 
Nornor ten tang Tata Cara Perneriksaan Pajak Daerah 
dan telah dibuatnya Risalah Pernbahasan serta diterirna 
Risalah Pembahasan berdasarkan Surat Perin tab 
Perneriksaan Nomor . .. . . . .. . .. . t.anggal , dengan ini 
diminta kebadiran Saudara pada: 

Hari/Tanggal 
Pukul 
Tempat 

Segera 
Panggilan Untuk Menandatangai 
Serita Acara Pernbahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan. 

Kepada: 
Yth . 

I Nomor 
Sifat 
Hal 

Purwodadi, . 

Kop Surat 

HH. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA MENANDATANGANI 
BERJTA ACARA PE!vlBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN : 



J 

Wajib pajak /Wakil /Kuasa•) Tim Pemeriksa Pajak 
Ketua Tiro 

.......... , ............ , ............ ,. 
" ............ , ....................... 

NTP. 
Anggota 

Mengetahui, 
...................................... 

NTP. 
Anggota 

.................................. 
. ................. ,t,········· .. ······ , 

NlP. 

telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan 
tanggapan tertulis dan hadir dalam rangka pcmbahasan akhir hasil 
pemeriksaan sesuai denganSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor 
.. .. .. .. Tanggal , namun Wajib Pajak tidak hadir 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan. · 

Demikian berita acara ketidakhadiran \Vajib Pajak ini dibuat dengan 
sebenarnya atas kekuatan surnpah jabatan, kernudian ditump dan 
ctitandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. 

Yang ditugaskan melakukan Perneriksaan terhadap Wajib Pajak: 

Naroa 
NPWP 
Alam at 
Masa dan Tahun Pajak 

Jabatan N'ama/NIP Pangkat/Golongan . No. 

Pada hari ini tanggal bulan tahun , 
bertempat di Purwodadi, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan 
Nomor.. Tanggal , kami: 

BERITA ACARA KETlDAKHADIRAN WA.JIB PAJAK 
DALAM RANGKA PEMBAHASAN AKHlR HASIL PEMERIKSAAN 

Kop Surat 

Tl. FORMAT BERJTA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJ!B PAJAK DALAM 
RANGKA PEMBAHASAN AKHlR HASIL PEMERIKSA,AN : 



2. Formulir/Lampiran . 
a. Pengungkapan ketidakbenaran tentang 

................................................................................................... 

b. Uraian tentang terjadinya ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan 

Rp .. Selisih 

Keadaan Sebenasnya 

Rp , , .. 

Rp ~~··· .. ······· .. ·················· .. ······· 

Surat Pemberitahuan 

Adapun elemen Surac Pembcrirahuan yang pengisiannya tidak 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah sebagai berik ut: 

1. Formulir/Lampiran : . 
a. Pengungkapan ketidakbenaran tentang 

D Pajak yang rnasih harus dibayar menjadi le bib besar 

D Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karni 
menyarnpaikan laporan pengungkapan ketidakberiaran pengisian Surat 
Pemberitahuan, yang mengakibatkan: 

Dengan kesadaran sendiri rnengungkapkan 
ketidakbenaran peng1s1an Surat Pernberitahuan . 
Masa Pajak/Tahun Pajak yang telah kami laporkan dengan Bukti 
Penerimaan Surat nomor tanggal . 

Nama 
.NPWP 
Alarnat 

D Kuasa, dari Wajib Pajak D Wajib Pajak D Wakil 

Dengan ini saya: 

Nama 
Pekerjaan 
Alam at 
Dalam hal ini bertindak selaku 

Yth. Bupati Grobogan 
Cq. Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan 

JJ. FORMAT LAPORAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN 
SURAT PEMBERITAHUAN 



Yang Menyatakan 
.................. , . 

3. Dst 
Pengungkapan ketidakbenaran pengisia.n Surat Pcmberitahuan 

sebagaimana tertulis di atas mcnyebabkan pajak kurang dibayar sebesar: 
Rp terbilang ( J. 
Bersama lni, kami lampirkan: 

1. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan. 

2. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang 
dibayar sebesar Rp ·yang telah dibayar pada tanggal 
...................... melalui . 

3. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pernbayaran sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar SO'Yo senilai Rp yang telah 
dibayar pada tanggal melalui . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

4. Dokurnen yang menjadi dasar pengungkapan ketidakbenaran 
pengisian Surat Pemberitahuan. 

Dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, 
kami menyatakan bahwa: 
1. Telah mengungkapkan seluruh ketidakbenaran sehubungan dengan 

Surat Pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas. 
2. Akan melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan 

Masaj Tahunan terhadap masa-masa dan/atau tahun-tahun pajak 
lainnya apabila terdapat keterkaitan dengan Surat Pemberitahuan 
yang kami ungkapkan ketidakbenaran pengisiannya. 

3. Bersedia memberikan keterangan, dokurnen, dan/atau bukti-bukti 
yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan. 

4. Tidak akan mengulangi perbuatan yang sama un tuk masa yang akan 
datang. 

Demikian laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberltahuan ini kami sampaikan untuk dapa.t clitindaklanjuti sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

. . . . . . . . . . . ' ' ' ' . 
................................................................................................... 

b. Uraian tentang terjadinya kctidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan 

Kcadaan Sebenarnya 

Rp . 

Rp ...............................................•.... 

Surat Pemberitahuan 

Rp ~ .. Selisih 



NTP. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
PEGEWLA.'u'f KEUANGAN DAi'f 

ASETDAERAH 

Diterima oleh 
Jabatan : 
Tanggal 
Tanda 

' Tangan/Cap ; 

Demikian untuk rnenjadi perhatian. 

berdasarkan Surat Perintah Perneriksaan Nomor 
. . .. .. . . .. . . . tanggal . . .. . .. . .. . . . . . .. bersama ini diberitahukan 
bahwa jangka waktu pengujian Pemeriksaan terhadap 
saudara, kami perpanjang selarna hari dengan 
alasan . 

Tujuan Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan paerah ·············-···· . 

NPWPD 
Alamat 

Nam a 

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan di bidang 
perpajakan daerah terhaclap peruaahaanypekerjaan Saudara 
di bawah ini: 

Hal Pernberitahuan Perpanjangan 
Jangka Waktu Pengujian. 

Segera 

Kepada: 
Yth . 

I Nomor 
Sifat 

Purwodadi, .. 

Kop Surat 

KK. FORMAT PEMBERJTAHUAN PERPANJANGAN JANGJ<A WAKTU 
PENGUJIAN: 



1. . 

Ternbusan : 

NlF. 

KEP.ALA BADAN PENDAPATAN 
PEGELOLAAN KEUANGAN DAN 

ASETDAERAH 

Diterima oleh 
Jabatan : 
Tanggal : 
Tanda 
Tangan/Cap : 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhat.ian 
Saudara. 

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nornor 
. . . .. . . . . . .. . Tanggal . . .. . . .. . .. . dcngan ini diberitahukan bahwa 
Pemeriksaan tersebut ditangguhkan penyelesaiannya karena 
pemeriksaannya ditingkatkan ke Perneriksaan Bukti 
Permulaan, 

Tujuan Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan. Daerah ·········-· ·-······················································ . 

NPWPD 

Ala.mat 

Sehubungan dengan Pemeriksaan di bidang pcrpajakan 
daerah yang kami lakukan terhadap perusahaan/pekerjaan 
Saudara di bawah ini: 

Nam.a 

Perneriksaan yang Ditingkatkan 
ke Pemeriksaan Bukti 
Permulaan. 

Penangguhan 
Segera 
Pem beritahuan 

Sifat 
Hal 

• 
Kepada : 

Yth . 
I Nomor 

Purwodadi, . 

Kop Surat 

LL. FORMAT PEMBERITAHUAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN 
YANG DITINGKATKAN KE PEMER!KSAAN BUKTl PERMULAAN: 



l. . 

Tembusan : 

'----------------' NIP. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
PEGELOLAAN KEUANGAN DAN 

ASE1' DAERAH 

I Diterima oleh 
Jabatan 
Tanggal 
Tanda 
Tangan/Cap 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian 
Saudara. 

Perintah Pemeriksaan Nomor 
dihentikan Perneriksaan karena ........... , 

Surat berdasarkan 
............. Tanggal 

Tujuan Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan Daerah _, __ ,_ _ 

................................. ---·- ......... -,-· ............ , .... , .. ,,_,.~ .. ·--·-· .... - .. , .. 
Alamat 

NPWPD 

Sehubungan Surat Pemberitahuan Penarigguhan 

Pemeriksaan yang ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti 
Permulaan Nomor Tanggal , dengan ini 
disampaikan bahwa Perneriksaan yang kam! lakukan 
terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini: 
Narna 

Penghenlian 

Kepada: 
Yth . 

Purwodadi, . 

Segera 
Pernberitahuan 
Pemeriksaan. 

I 
Si fat 

Hal 

Nomor 

Kop Surat 

• 

MM. FORMAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN: 



No. PERTANYAAN YA TIDAK 

l. Apakah pada saat melakukan 
pemeriksaan.Pemeriksa Pajak memperlihatkan 
Tanda Pengenal Pemeriksa clan Surat Perintah 
Pemeriksaan? 

2. Apakah pada saat melakukan I 
Pemeriksaan.Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Pemeri.ksaan terlebih clahulu? 

3. Apakah Pcmeriksa Pajak menjelaskan maksud dan 
tujuan Pemeriksaan? 

4. Apakah Pemeriksa Pajak memberitahukan Saudara 
untuk memasuki ruangan a tau tempat yang 
ipandang perlu? 

. s. Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti 
pemrnjaman secara terrulis perihal peminjarnan 
buku, catatan, dokumen dan/ atau data-data lain? 

6. Apakah Pemeriksa Pajak rnem beritahukan 
aecuratertulis kepada Saudara tentang Hasil 
Pemeriksaan dalam bentuk SPHP? 

7. Apakah Pemeriksa Pajak mernberikan 
kesernpatan kepada Saudara untuk memberikan 
tanggapan danpenjelasan atas remuan, 
Pemeriksaan? 

8. Apakah Pemeriksa Pajak memberi petunjuk kepada 
Saudara tentang penyelcnggaraan pembukuan yang 
baik? 

9. Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan bcrkas 
dandokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak seleaainya Pemeriksaan dan rnemberikan 
bukli pengembalian? 

10. Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan rnenjanjikan 
sesuatu yang bcrhubungan dengan Kepulusan 
Pemeriksaan? 

11. Menurut Sairdara apakah Pemeriksa Pajak tel ah 
melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik? 

12. Hal-hal yang ingin Saudara sempaikan: 
1. ....................................................... 
2. Ost. 

• 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitae Perneriksaan 
diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, karni 
berharap Saudara dapat bekerja sama dengan baik dalarn bentuk 
kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kucsioner berikut. Mengingat 
jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyernpurnaan kebijakan 
Pemeriksaan pada masa rnendatang, maka diharapkan Saudara dapat 
memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian 
kami sarnpaikan, atas kerjasamanya yang baik karni ucapkan terima 
kasih. 

• 

NN. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN UNTUK 
MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN 
DAERAH: 



., 

dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan 
dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan 

........................................ 

Wajib Pajak 

Jawaban Saudara agar 
Pengelolaan Keuangan 
Alamat .. 

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak 
Nomor 
Tanggal 



If 

dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan 
dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan 

................ , . 

Wajib Pajak 

• 

Jawaban Saudara agar 
Pengelolaan Keuangan 
Alamat . 

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak 
Norn or 
Tanggal 



r 

No. PERTANYAAN I YA TIDAK 
1. Apakah pada saat melakukan 

peruerikaaan.Pemcriksa Pajak memperlihatkan 
Tanda Pengcnal Perneriksa dan Surat Perintah 
Pemeriksaan? 

2. Apakah pad a seat mela.kukan 
Pemeriksaan.Pemeriksa Pajak menyampaikan 
Surat Panggilan terlebih dabulu? 

3. Apakah Pemeriksa Pajak rnenjelaskan maksud dan 
tujuan Pemeriksaan? 

4. Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti 
peminjaman secara tcrtulis perihal peminjaman 
buku.catatan, dokumen dan/atau data-data lain? 

5. Apakah Pemerikaa Pajak mcmberitahukan 
secaratertulis kcpada Saudara ten tang Hasil 
Pemeriksaandalam bentuk SPHP? 

6. Apakah Pemeriksa Pajak memberikan 
kesempat.an kepada Saudara untuk memberikan 
tanggapan clan penjelasan alas temuan 
Pemeriksaan? 

7. Apakah Pemeriksa Pajak memberi petunjuk kepada 
Saudara ten tang pcnyelenggaraan pcmbukuan 
yang baik? 

8. Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas 
dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
scjak eclcsainya Pemeriksaan dan mcmberikan 
bukti pengembalian? 

9. Apakah Pemeriksa Pajak meminta clan menjanjikan 
sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan 
Pemeriksaan? 

10. Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah 
melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik? 

i i. Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan: 

1 . ....................................................... 

Dalam rangka meni.ngkatkan kualita s dan akuntabilitas Perneriksaan 
diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami 
berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk 
kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioncr berikut. Mengingat 
jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan 
Perneriksaan pada masa mendatang, rnaka diharapkan Saudara dapat 
mernberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian 
kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima 
kasih. 

• 

00. KUESIONER PELAKSANMN PEMERLKS.MN KANTOR UNTUK MENGUJI 
KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH: 



• 

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah Kabupaten Grobogan 
Alamat.. . 

········································ 

• 

Wajib Pajak 

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak 
Nomor 
Tanggal 

dst 12. 



dikirirnkan kepada Kepala Badan Pendapatan 
dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan 

Jawaban Saudara agar 
Pengelolaan Keuangan 
Alamat . 

........................................ 

Wajib Pajak 

Surat Perintah Perneriksaan Pajak 
Nomor 
Tanggal 

No. PERTANYAAN YA TIDA.K 
1. Apakah pada saat melakukan perneriksaan , 

I Pemerikaa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal 
Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan? 

2. Apakah pada saat melaku.kan Pemeriksaan,. 
Pemerikaa Pajak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu? 

3. Apakah Pemeriksa Pajak mcnjelaskan maksud dan 
tujuan Pe.meriksaan? 

4. Apakah Pemeriksa Pajak mcmberitabukan 
Saudara untuk memasuki ruangan atau tempat 
yang dipandang perlu? 

5. Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti 
peminjaman secara tertulis perihal peminjaman 
buku,catatan, dokumcn danj'atau data-data lain? 

6. Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas 
dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejakseleeainya Pemeriksaan dan memberikan 
bukti pcngembalian> I 7. Apakah Perneriksa Pajak meruinra da.n 
menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan 
Keputusan Pemeriksaan? 

8. Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah 
melakukan tugas Perneriksaan dengan baik? 

9. Hal-ha! yang in gin Saudara sampaikan: 

l . ....................................................... 
2. dst 

, 

• 

Dalarn rangka menlngkatkan kualitas dan akuntabilitas Perneriksaan 
diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami 
berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk 
kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat 
jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempumaac kebijakan 
Pemeriksaan pada masa mendatang, maka'.!ildiharapkan Saudara dapat 
mernberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dernikian 
kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terirna 
kasih. · • 

PP. KVESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN UNTUK TUJ1JAN 
LAIN: 



l_sru suMARm 

dikirirnkan kepada Kepala Badan Pendapatan 
dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan 

.Jawaban Saudara agar 
Pengelolaan Keuangan 
Alamat . 

................................ ·~ . 

Wajib Pajak 

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak 
Nomor 
TanggaJ 

No. PERTANYAAN YA TIDAK 
l. Apakah pad a saat melakukan pemeriksaan, I Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal 

Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan? 
2. Apakah pad a saat melakukan Pemeriksaan, 

Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Panggilan 
terlebih dahulu? 

3. Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan 
tuiuan Pemeriksaan? 

4. Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti 
pem:injaman secara tertulis perihal perninjaman 
buku,catatan. dokumen danlatau data-data lain? 

5. Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas 
dan dokumen paling lama 7 /tujuh) hari kcrja 
sejak selesainya Pemeriksaan dan memberikan 
buktipenzembaliari? • 

6. Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan 
menjanjikan eesuaru yang berhubungan dengan· 
Keoutusan Pemeriksaan? 

7. Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak lei ah 
melakukan ruzas Pemeriksaan denzan buik? 

8. Hal-ha! yang ingin Saudara sampaikan: 
i. ....................................................... 
2. dst 

• 

Dalarn rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan 
diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami 
berharap Saudara dapat bekerjasania dengan baik dalam bentuk 
kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut, Mengingat 
jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan 
Perneriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapar 
rnemberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang seberiarnya. Demikian 
kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima 
kasih, 

• 

QQ. KUESIONE.R PELAKSANAAN PEME.RIKSAAN KANTOR UN'T'UK TUJUAN 
LAIN: 



SRJ SUMARNl 

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah · Kabupaten Orobogan 
Alamat .. 

Wajib Pajak 

Surat Perlntah Pemeriksaan Pajak 
Nomor 
Tanggal 

No. PE:RTANYAAN YA TtDAK 

1. Apakah pada saat melakukan pemeriksaan, 
Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Penge:nal 
Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksuan? 

2. Apakah pad a saat melakukan Pemeriksaan, 
Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Panggilao 
terlebih dahulu? 

3. Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan 
tuiuan Pemeriksaan? 

4. Apakah Perneriksa Pajak memberikan bukti 
peminjaman secara tcrtulis perihal peminjaman 
buku,catatan. dokumen dan ratau data-data lain? 

5. Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas 
I dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

sejak selesa.inya Pemeriksaan dan mcm berikan I buktioene:embalian? 
6. Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan 

menjanjikan sesuatu yang berhubimgan dengan 
Keoutusan Pemeriksaan? 

7. Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak tel ah 
melakukan tuzas Pemeriksaan denaan baik? 

8. Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan: 
L ....................................................... 
2. dst 

• 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan 
diperlukan adanya umpan batik berupa jawaban kuesioner, kami 
berharap Saudara dapat bekerjasama dcngan baik dalam bentuk 
kesediaan Saudara unruk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat 
jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan 
Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat 
memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenamya. Demi.kian 
kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terirna 
kasih. 

• 

QQ. KUESIONER PELAKSANMN PEMERIKSAAN: KANTOR UNTUK TUJUAN 
LAIN: 



SRI SUMARNI 

BUP 

dikirimkan kepada Kepala Sadan Pendapatan 
dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan 

Jawaban Saudara agar 
Pengelolaan Keuangan 
Alarnat . 

- . 

Wajib Pajak 

Surat Perintah Perneriksaan Pajak 
Nomor 
Tanggal 

No. PERTANYAAN YA I TIDAK 

l. Apakah pada saat melakukan pcmcriksaan, 
Pemeriksa Pajak mernperlihatkan Tanda Pengenal 
Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan? 

2. Apakah pad a Saat melakukan Pemeriksaan, 
Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Panggilan 
terlebih dahulu? 

3. Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan 
tuiuan Pemeriksaan? 

4. Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti 
perninjaman secara tertulis perihal peminjaman 
buku catatan, dokumen dan Zatau data-data lain? 

5. Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas 
dan dokumen paling lam.a 7 (tujuh) hari kerja 
sejak selesainya Pemeriksaan dan memberikan 
buktinenzembalian? 

6. Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan 
menjanjikan St'!SUQtu yang berbubungan deugan 
Keeurusan Pemeriksaan? 

7. Mcnurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah 
mclakukan tueas Pemeriksaan denaan baik? 

8. Hal-hal yang ingin Saudara sarnpaikan: 
1. ....................................................... 
2. dst I 

Dalarn rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Perneriksaan 
diperlukan adanya urnpan balik berupa jawaban kuesioner, kami . . 
berharap Saudara dapat bekerjasarna dengan baik dalam bentuk 
kesediaan Saudara untuk rnenjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat 
jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan 
Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat 
memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian 
ka.mi sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima 
kasih. 

' 

' QQ. KUESIONER PELAKSANAAN PEMER1KSAAJ¥ KANTOR UNTUK TUJUAN 
LAIN: 
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